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ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan bisnis musik bagi pelaku usaha
dengan menjadi promotor konser dikarenakan banyaknya minat masyarakat
terhadap pertunjukan konser musik. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha yakni
pihak promotor dengan konsumen sebagai pembeli tiket konser. Hubungan yang
terjadi antara kedua pihak tersebut adalah perjanjian jual beli tiket konser yang
memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, pihak promotor tidak
memenuhi kewajibannya dikarenakan melakukan pembatalan pelaksanaan konser
sehingga pihak promotor telah melakukan wanprestasi yang berakibat kerugian
bagi konsumen sebagai pembeli tiket. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah
bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksaan
konser musik oleh pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab pihak promotor
sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser
musik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan
mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan
pendekatan kasus. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap
konsumen akibat pembatalan pelaksaan konser musik oleh pelaku usaha adalah
bentuk perlindungan hukum represif berupa penggantian kerugian yang diatur di
dalam Pasal 4 UUPK mengenai hak konsumen, serta pihak konsumen juga dapat
menuntut ganti kerugian berdasarkan wanprestasi. Bentuk tanggung jawal
promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan
pelaksanaan konser musik adalah berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak
(strict liability) melalui pemberian kompensasi atau penggantian kerugian dengan
mengembalikan uang kepada konsumen secara utuh sesuai dengan nominal yang
dikeluarkan konsumen dalam pembelian tiket konser tersebut sesuai dengan Pasal
19 UUPK.

Kata Kunci: Pembatalan Konser Musik, Perlindungan Konsumen, Tanggung
Jawab Pelaku Usaha

Pembimbing Utama
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian serta kemajuan teknologi yang terus
meningkat setiap tahunnya tentu saja berdampak dalam banyak sektor kehidupan,
salah satunya adalah dalam bidang hiburan atau entertainment, khususnya industri
musik yang merupakan karya seni yang paling banyak diminati oleh masyarakat.
Mulai dari puluhan tahun yang lalu hingga era modern seperti saat ini, banyak
masyarakat yang gemar mendengarkan musik atau lagu. Hal ini tentu saja
dikarenakan industri musik merupakan salah satu cabang bidang kesenian yang

tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari manusia.t

Musik merupakan nada atau suara yang disusun secara khusus yang
mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Banyaknya minat masyarakat
terhadap industri musik tentu saja beriringan dengan kemunculan pertunjukan-
pertunjukan musik, salah satunya adalah konser musik. Konser musik merupakan
sebuah pertunjukan musik yang dipertontonkan di hadapan umum atau khalayak
ramai. Kata konser berasal dari bahasa Italia “concerto” dan bahasa Latin
“concertare” yang memiliki arti berjuang, berlomba dengan orang lain. Konser
musik merupakan festival budaya yang mempertemukan produsen musik,

pengelola dan pebisnis musik, para penonton, pengelola wisata, serta pemilik

! Sila Widhyatama, Sejarah Musik dan Apresiasi Seni (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012),
him. 8.



regulasi.? Pertunjukan konser musik di berbagai negara akan selalu disambut
antusias oleh semua kalangan, terutama para kaum muda, mulai dari penggemar
hingga hanya penikmat lagu-lagunya saja, termasuk juga di Indonesia.
Masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap pertunjukan konser
musik, mulai dari musisi lokal hingga mancanegara. Konser musik di Indonesia
merupakan salah satu pembuka jalan untuk menghidupkan ekonomi kreatif

bangsa.

Pertunjukan konser musik yang diminati oleh masyarakat mengakibatkan
adanya kemunculan bisnis musik bagi pelaku usaha, yaitu dengan menjadi
promotor konser. Konser musik dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau promotor
untuk diadakan di berbagai tempat dan kota. Bisnis konser musik memiliki
keuntungan yang sangat menjanjikan. Permintaan untuk mendatangkan artis atau
musisi yang diharapkan oleh penggemar seakan tak pernah surut, sehingga banyak

promotor berlomba-lomba dan berusaha untuk mewujudkan hal tersebut.

Antusiasme dan tingginya minat masyarakat terhadap pertunjukan konser
tersebut tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya kegagalan dalam
pelaksanaannya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi acara tersebut tidak dapat
terlaksana sebagaimana mestinya antara lain adalah kapasitas penonton yang
berlebihan, tidak mendapatkan izin tempat acara, travel warning atau peringatan
bepergian dari negara asal artis atau musisi yang akan didatangkan, adanya

larangan dari pemerintah Indonesia, adanya keadaan memaksa (force majeure),

2 Anas Syahrul Alimi dan Muhidin M. Dahlan, 100 Konser Musik di Indonesia
(‘Yogyakarta: Rajawali Indonesia Communication, 2018), him. 6.



serta ketidaksiapan pihak promotor dalam memenuhi fasilitas artis sesuai dengan
yang diperjanjikan. Promotor yang merupakan pemain utama di dalam
pelaksanaan konser tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor gagalnya konser
tersebut dilaksanakan.®> Ada banyak promotor yang melakukan tugasnya dan
mengurus semua detail konser dengan sangat baik sehingga konsernya dapat
terlaksana dengan lancar, namun tidak sedikit pula terdapat promotor nakal yang
hanya bermain-main dan mengambil keuntungan semata sehingga konser yang
akan diadakan olehnya menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik dan bisa saja

mengalami pembatalan secara sepihak.

Pembatalan pelaksanaan konser musik yang dilakukan oleh promotor
adalah seperti yang terjadi pada konser K-POP “We All Are One” yang pada
awalnya akan dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 10, 11, dan 12
November 2022 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser ini terdiri
dari beberapa solois maupun grup yang berasal dari Korea Selatan yakni
BamBam, YOUNGJAE, OH MY GIRL, ASTRO, SF9, EXO-Chen, Pentagon, CIX,
dan NMIXX. Para penggemar yang akan menonton konser We All Are One
melakukan transaksi pembelian tiket konser melalui aplikasi tiket.com dengan
rentang harga mulai dari Rp340.000,00 hingga Rp1.950.000,00. Akan tetapi,
enam hari menuju dilaksanakannya konser tersebut, pihak promotor yaitu PT

Coution Live Indonesia yang disampaikan langsung oleh Direktur Utamanya,

3 David Ellefson, Making Music Your Business: Panduan Memasuki Bisnis Musik
(Jakarta: PT Gramedia, 2003), him. 118.



Park Jai-Hyun mengumumkan bahwa konser tersebut akan ditunda hingga Januari

2023.4

Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa insiden malang yang terjadi
sebelumnya dan peristiwa Itaewon di Korea Selatan yang terjadi pada tanggal 29
Oktober 2022. Penundaan pelaksanaan konser tersebut beralaskan keselamatan
para penonton sehingga dapat meminimalisir insiden-insiden buruk yang dapat
terjadi serta sebagai bentuk belasungkawa terhadap keluarga korban yang sedang
berduka. Pihak promotor juga menyatakan bahwa akan terus menginformasikan
kelanjutan pelaksanaan konser tersebut tanpa adanya perubahan jadwal artis atau
musisi yang akan tampil dan akan mengumumkan informasi sesegara mungkin
kepada penggemar yang mana pada tanggal 11 November 2022, Direktur Utama
PT Coution Live Indonesia yakni Park Jai Hyun menginformasikan bahwa
pelaksanaan konser tersebut diubah menjadi tanggal 28 dan 29 Januari 2023 serta
menawarkan pengembalian dana pembelian tiket kepada para calon penonton

yang berhalangan atau tidak dapat menonton konser pada tanggal tersebut.®

Setelah menunggu beberapa waktu, para penggemar tidak kunjung
mendapatkan informasi yang jelas mengenai penundaan pelaksanaan konser
tersebut sehingga pada akhirnya pada tanggal 10 Januari 2023, PT Visi Musik

Indonesia sebagai perwakilan dari PT Coution Live Indonesia melalui akun twitter

* weallareone_official. 2022. “Pengumuman Penundaan Konser K-POP We All Are One
Let’s Love di Indonesia”.
https://www.instagram.com/p/CkIEiFwBkoH/?igshid=Y mMyMTA2M?2Y=. Diakses pada tanggal
24 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

5 weallareone_official. 2022. “Informasi Perubahan Jadwal Konser K-POP We All Are
One di Indonesia”. https://www.instagram.com/p/CkxsJCZBOOT/?igshid=YmMyMTA2M2Y=.
diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.



https://www.instagram.com/p/CklEiFwBkoH/?igshid=YmMyMTA2M2Y=.
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resminya @Vizionvibe menyatakan bahwa konser tersebut batal diselenggarakan.
PT Visi Musik Indonesia bersama dengan tiket.com selaku agen penjualan tiket
yang telah dibeli oleh penggemar menawarkan itikad baik kepada konsumen yang
telah membeli tiket konser untuk dapat memproses pengembalian dana secara
prorate dan meminta penggemar untuk menyetujui pengembalian dana sebesar

68% saja.®

Pengembalian dana sebesar 68% dan tidak mengetahui kemana sisa 32%
uang pembelian tiket mereka dialokasikan, tentu saja tidak disetujui oleh para
penggemar dan melaporkan kasus ini kepada Badan Perlindungan Konsumen
Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) serta membuat petisi agar para pihak
bersangkutan dapat pengembalian dana secara utuh (100%) kepada penggemar.
Setelah adanya laporan pengaduan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2023, para
penggemar atau konsumen pada akhirnya mendapatkan e-mail dari tiket.com yang
menyatakan bahwa pengembalian dana pembelian tiket akan dikembalikan 100%
atau secara utuh kepada penggemar yang telah membeli tiket. Pihak tiket.com
selaku agen penjualan tiket konser “We All Are One” tersebut menyampaikan
pesan melalui e-mail yang berisikan bahwa batalnya penyelenggaraan konser We
All Are One bukanlah merupakan kesalahan dari pihak tiket.com dan berada di
luar kendali mereka. Pihak tiket.com meminta konsumen untuk mengisi formulir

pada tautan https://go.tiket.com/refundtiketwaao paling lambat pada tanggal 19

6 vizionvibe. 2023. “Informasi mengenai event We All Are One oleh PT Coution Live
Indonesia”.  https://twitter.com/Vizionvibe/status/1612752118972284930?s=20. Diakses pada
tanggal 24 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.
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Januari 2023 agar proses refund dapat segera terlaksana dalam rentang waktu

maksimal 30 hari kerja.

Berdasarkan kasus tersebut, maka perlu diketahui bagaimana tanggung
jawab pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen serta perlindungan bagi
konsumen yang mengalami pembatalan pelaksanaan konser musik yang berdasar
kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
(selanjutnya disebut sebagai UUPK). Hubungan hukum antara pelaku usaha dan
konsumen pada umumnya membuat konsumen berada dalam posisi yang kurang
beruntung atau dapat dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.” Pasal
1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan
kepada konsumen. Para penggemar yang memutuskan untuk membeli tiket konser
yang akan ditontonnya tersebut akan menimbulkan hubungan dengan pelaku
usaha yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan jual-beli. Sesuai dengan
Pasal 1458 KUHPerdata, hubungan jual-beli terjadi ketika para pihak telah
sepakat mengenai harga yang akan diperjual-belikan. Hubungan perjanjian jual-
beli dalam jual-beli tiket konser musik tersebut haruslah sesuai dengan pasal-pasal

di dalam UUPK yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Kasus pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pihak promotor sebagai
pelaku usaha tentu saja bertentangan dengan Pasal 4 UUPK mengenai hak-hak

konsumen dan Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha dikarenakan

7 Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen (Jakarta: Sinar Grafika,
2016), him. 170.



pelaku usaha tidak memberikan kepastian, keamanan, maupun jaminan terhadap
hak konsumen. Sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK, pembeli tiket konser musik
merupakan konsumen yang berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai
dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya dipertegas dalam
Pasal 7 huruf g UUPK, pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi
dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau

dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.®

Tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen dalam kasus
ini merupakan persoalan jaminan atau kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak
konsumen atas konser musik yang diselenggarakan oleh pelaku usaha. Pihak
promotor sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh terhadap
pengembalian dana pembelian tiket kepada konsumen. Maka dari itu, diperlukan
adanya tanggung jawab oleh pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap
konsumen mengenai pembatalan pelaksanaan konser musik dikarenakan ketika
seorang konsumen telah membeli tiket konser musik tersebut, maka ia berhak
untuk menyaksikan konser yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau promotor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk
melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul “TANGGUNG JAWAB
PROMOTOR SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN

AKIBAT PEMBATALAN PELAKSANAAN KONSER MUSIK.”

8 Bernadetha Aurelia Oktavira, Konser Batal, Bisakah Uang Tiket Di-Refund Penuh?,
diakses dari https://www.hukumonline.com/klinik/a/konser-batal-siapa-yang-wajib-bertanggung-
jawab--1t4f702a027cdda pada tanggal 7 November 2022, pukul 11.37 WIB.
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B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah

yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan
pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak promotor sebagai pelaku usaha

terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen
akibat pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab pihak promotor
sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan

konser musik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan
bahan pemikiran kajian ilmu hukum serta dapat menambah wawasan bagi para

pembaca mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha



terhadap konsumen sebagai akibat pembatalan pelaksanaan suatu perjanjian

berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. Manfaat Praktis

1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengarahan bagi
konsumen apabila mengalami pembatalan pelaksanaan suatu
perjanjian.

2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran
ataupun masukan bagi para pelaku usaha untuk menentukan kebijakan
pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada pihak yang

dirugikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang
menggambarkan batas dari suatu penelitian, mempersempit permasalahan, dan
membatasi area penelitian.® Oleh karena itu, untuk mencegah materi yang dibahas
dalam penelitian menyimpang dari pokok permasalahan, penulis memfokuskan
batasan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab
pelaku usaha terhadap konsumen sebagai akibat pembatalan pelaksanaan konser

musik.

9 Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011),
him. 111.
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F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikirian atau butir-butir pendapat
dalam suatu permasalahan yang dipergunakan dalam penelitian sebagai dasar
untuk menganalisis data. Dalam menganalisis permasalahan pada penilitan ini,

adapun beberapa teori yang penulis gunakan, antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum haruslah memberikan kepastian serta perlindungan terhadap
masyarakat. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai
pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan
oleh orang lain sehingga diberikan perlindungan agar dapat menikmati semua

hak yang diberikan oleh hukum.©

Menurut Philipus M. Hadon, perlindungan hukum merupakan suatu
tindakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam teori ini,
perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif
yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan menerapkan
batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan perlindungan hukum
represif yang merupakan perlindungan akhir berupa pemberian sanksi yang

diberikan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran sengketa.!

10 satjipto Raharjo, llmu Hukum (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), him. 53.
1 Ibid, him. 54,
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Isnaeni juga berpendapat bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi
dua macam, yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum

eskternal.1?

a) Perlindungan hukum internal didapatkan apabila kedudukan para pihak
sama atau setara dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, serta
diperoleh ketika para pihak menyusun perjanjian yang disepakati para
pihak dapat bebas menentukan isi dari perjanjian untuk memenubhi
kepentingan masing-masing.

b) Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang
dibuat oleh pihak yang lebih kuat demi kepentingan pihak yang lemah
melalui regulasi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-

undangan yang tidak boleh bersifat memihak.®

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum suatu
perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum untuk terwujudnya tujuan
hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan
hukum terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik oleh
pelaku usaha merupakan perlindungan hukum represif di mana perlindungan
hukum ini memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang telah merugikan

konsumen.

2 Moch. Isnaeni, Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan (Surabaya: PT Revka Petra
Media, 2016), him. 159.
13 Ibid, him. 160.
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2. Teori Perjanjian

KUHPerdata mengatur beberapa jenis perjanjian, seperti perjanjian
jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-pakai, hibah, dan lain
sebagainya. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah
suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya

terhadap satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian merupakan salah satu bentuk hukum yang berperan
penting dalam kehidupan. Secara umum, pengertian perjanjian merupakan
suatu kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh
para pihak. Berdasarkan pendapat Prof. R. Subekti, perjanjian adalah peristiwa
di mana seseorang melakukan perjanjian kepada orang lain atau di mana dua

orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.'*

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan perbuatan yang
didasarkan atas kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling
mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum yang menunjukkan

adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan.®

Pengertian perjanjian juga didefinisikan oleh Yahya Harahap yang
berarti bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua

orang atau lebih yang dapat memberikan kekuatan hukum kepada salah satu

14 R. Subekti, Hukum Perjanjian (Jakarta: Intermasa, 2005, Cet. XXI), him. 1.
15 Sudikno Mertokusumo, Mengenai Hukum Suatu Pengantar (Yogyakarta: Liberty,
2007), him. 97.
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pihak untuk memperoleh prestasi sesuai dengan isi perjanjian dan mewajibkan

pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi tersebut.®

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat)

syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320

KUHPerdata, yakni:!’

1)

2)

3)

4)

Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam hal ini, terdapat kesepakatan antara para pihak yang
membuat perjanjian. Kesepakatan atau persetujuan kehendak antara
para pihak bersifat bebas, yang artinya tidak ada paksaan, kekhilafan
ataupun penipuan.
Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Seseorang dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan
hukum apabila ia sudah dewasa (sudah berusia 21 tahun atau sudah
kawin).
Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok dalam perjanjian, objek
perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi para pihak dan sekurang-
kurangnya dapat ditentukan.
Suatu sebab yang halal

Sebab yang diartikan dalam isi perjanjian itu sendiri merupakan

tujuan dari prestasi yang akan dicapai oleh para pihak.

3.

16 M. Yahya Harahap, Segi-segi Hukum Perikatan (Bandung: Alumni, 1986, Cet. 1), him.

17 R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Balai
Pustaka, 2014), him. 339.
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Kedua syarat sahnya perjanjian yang pertama dinamakan dengan
syarat subjektif yang merupakan syarat mengenai orang atau subjek yang
melakukan perjanjian, sedangkan kedua syarat lainnya dinamakan syarat
objektif yang merupakan syarat mengenai objek atau prestasi dari perjanjian

yang dibuat oleh para pihak.8

Unsur-unsur dalam perjanjian meliputi unsur esensialia, yakni unsur
yang harus ada dalam suatu perjanjian, unsur naturalia, yakni unsur yang
diatur dalam Undang-Undang, dan unsur eksidentalia, yakni unsur yang

mengikat para pihak yang membuat kesepakatan.®

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Subekti, tanggung jawab merupakan bentuk kewajiban untuk
menanggung kerugian apabila terdapat suatu kejadian di luar kesalahan salah
satu pihak yang terhadap suatu hal dalam perjanjian.?’ Sedangkan menurut
Soekidjo Notoatmojo, tanggung jawab adalah berupa suatu konsekuensi
kebebasan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan

etika dan moral.

Hans Kelsen dalam teorinya juga berpendapat bahwa tanggung jawab
hukum adalah ketika seseorang bertanggung jawab secara hukum atas
perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum yang berarti bahwa

ila bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan

18 R. Subekti, Hukum Perjanjian, Op. Cit., him. 17.

19 John Rawls, Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan
Kesejahteraan Sosial dalam Negara, Terj. Taufik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), him. 3-4.

20 R. Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata (Jakarta: Intermasa, 2003), him. 144.
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dengan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep tanggung jawab hukum sangat
berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban, yang berarti bahwa seseorang

bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu.?
Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi:

1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability based
on fault);

2) Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (presumption of liability);

3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (presumption of
non-liability);

4) Prinsip tanggung jawab mutlak (strict liability); dan

5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (limitation of liability).?

Dalam KUHPerdata, tanggung jawab timbul dikarenakan subjek
hukum melakukan wanprestasi dan/atau subjek hukum melakukan perbuatan
melawan hukum. Maka dari itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen
menjadi sandaran hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk
memenuhi hak dan kewajibannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 19
Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku

usaha.

2l Hans Kelsen, Teori Umum Tentang Hukum dan Negara, Terj. Raisul Mutagien
(Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2016), him. 140.
22 |bid.
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4. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi diambil dari istilah dalam bahasa Belanda “wanprestatie”
yang berarti bahwa tidak dipenuhi atau tidak terpenuhinya prestasi yang telah
ditetapkan sebelumnya di dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dalam Kamus
Hukum berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji atau kewajibannya

dalam suatu perjanjian.®

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdata, wanprestasi merupakan kondisi
ketika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis
itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini
mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang

ditentukan.?

R. Subekti berpendapat bahwa wanprestasi dapat terpenuhi melalui

bentuk dan syarat berupa:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan;

3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

23 P.N.H. Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia (Jakarta: Prenada Media Group, 2015),
him. 292.

24 Rizky Dwinanto, Wanprestasi dan Kepailitan, Mana yang Didahulukan?, diakses dari
https://www.hukumonline.com/klinik/a/wanprestasi-dan-kepailitan--mana-yang-didahulukan-
[t608684c7f131a pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 23.15 WIB.
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4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh

dilakukannya.®

Menurut R. Setiawan, wanprestasi seringkali dijumpai dengan 3 (tiga)
bentuk yakni tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi
prestasi, dan memenuhi prestasi secara tidak baik. Adanya wanprestasi dapat
berakibat hukum kepada pihak yang dinyatakan lalai terhadap prestasinya
berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga yang dimuat dalam Pasal 1239
KUHPerdata.

Dalam kasus pembatalan suatu perjanjian akibat wanprestasi, berarti
bahwa tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, di mana
pada kasus pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha yang
mengakibatkan kerugian bagi konsumen merupakan tindakan wanprestasi
berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali. Wanprestasi ini mengakibatkan
pelaku usaha mendapatkan sanksi berupa ganti kerugian. Menurut Pasal 1267
KUHPerdata, ganti kerugian yang terjadi dalam perjanjian dapat timbul karena
terjadinya wanprestasi yang dalam kasus ini mengakibatkan pihak promotor
melakukan ganti kerugian dengan mengembalikan dana pembelian tiket

konser kepada konsumen.

% Yahman, Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan (Jakarta: Prenada
Media, 2017), him. 82.
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G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada
metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari dan
menganalisis satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Di samping itu, juga
diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk
kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang

timbul.26

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-
langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data dalam masalah tertentu.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian
hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang
dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.?” Penulis
akan menganalisis berdasarkan teori-teori, konsep, asas, dan peraturan

perundang-undangan yang diperoleh yang berhubungan dengan penelitian ini.

% Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum (Jakarta: Penerbit Universitas
Indonesia, 2010), him. 132.

27 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan
Singkat (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), him. 12.
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2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan

penelitian.?® Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah:
a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statue Approach)

Suatu penelitian normatif haruslah menggunakan pendekatan
perundang-undangan, dikarenakan yang diteliti merupakan berbagai aturan
hukum yang akan menjadi pokok pembahasan dalam suatu penelitian.
Pendekatan perundang-undangan (statue approach) dilakukan dengan
menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait

dengan permasalahan hukum dalam penelitian.?®
b. Pendekatan Konseptual (Conseptual Approach)

Pendekatan konseptual (conseptual approach) merupakan jenis
penelitian dari sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam ilmu
hukum, sehingga para peneliti menemukan pemahaman hukum, konsep
hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang

terjadi.>°

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

28 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik (Jakarta: Rineka
Cipta, 2011), him. 23.

25 peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
2017), him. 133.

30 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), him. 187.
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Pendekatan kasus (case approach) merupakan pendekatan yang
menggunakan objek penelitian berupa permasalahan atau kasus yang
terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-
kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi yang memiliki

kekuatan hukum tetap.®

3. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data
sekunder merupakan data yang didapat melalui studi kepustakaan dengan
kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam

penelitian ini adalah:
a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas
dan terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan

pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (secondary law material) adalah bahan yang
memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku

hukum, jurnal hukum, dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum sekunder

31 peter Mahmud Marzuki, Op. Cit., him. 134.
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dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang perlindungan konsumen
serta penelitian hukum yang membahas mengenai permasalahan yang ada

dalam penelitian ini.
c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa kamus hukum, kamus
besar bahasa Indonesia, media internet, dan lain sebagainya yang

berhubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dalam penulisan ini dilakukan dengan
studi kepustakaan (library research), yakni dikumpulkan melalui penelusuran
berbagai bahan pustaka (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) yang

berhubungan dengan permasalahan yang terjadi.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dilakukan analisis
secara deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan yang mengacu kepada landasan
teoritis terhadap bahan hukum yang didapat dan disusun secara sistematis
mengenai fakta-fakta tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang

terjadi dan kemudian dilanjutkan dengan perumusan bentuk kesimpulan.®

32 Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian llmu Hukum (Bandung: Mandar Maju,
2008, him. 35.
33 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Op. Cit., him. 182.
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6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode
deduktif. Metode deduktif merupakan metode penarikan kesimpulan dari
pembahasan atau pernyataan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang
bersifat khusus.®* Dalam penelitian ini, penulis melakukan penarikan
kesimpulan umum melalui analisis fakta-fakta konkrit yang berhubungan
dengan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan khusus yang
bersangkutan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha

terhadap konsumen sebagai akibat pembatalan pelaksanaan konser musik.

3 Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Rajawali
Pers, 2014), him. 18.
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